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ABSTRAK

NURHAYATI OLII, S 311005027, 2012, IMPLEMENTASI PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBD UNTUK
MENUNJANG PENGELOLAAN KEUANGAN DI PROVINSI GORONTALO .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi
Peraturan Gubernur nomor 39 tahun 2009 tentang mekanisme pelaksanaan
pembayaran atas beban APBD dan juga ntuk mengetahui apakah dengan
pelaksanaan Pergub teisebut telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di
Provinsi Gorontalo.

Jenis penelitian dalam ‘penelitian adalah penelitian. hukum sosiologis.
Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan jawaban mengapa mekanisme tentang
pelaksanaan pembayaran atas beban APBD belum berjalan sesuai Pergub Nomor
39 Tahun 2009.

Pendekatan yang digunakan-adalah pendekatan interaksional/mikro, dengan
analisis kualitatif, yakni suatu-upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus
sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni suatu tata cara
penelitian yang menghasilkan data-deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan
oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga'perilakunya yang nyata, yang
diteliti dan dipelajaii sebagai sesuatu yang utuk.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pada dasarmya
penerapan pergub No. 39 Tahun 2009'tentang mekanisme pambayarar atas beban
APBD telah berjalan dengan yang diharapkan oleh pergub. Adanya penilaian BPK
atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontale tahun 2009-2011 yang
mendapat opini WDT tidak semata=mata karena gagalnya penerapan Pergub No. 39
Tahun 2009 tetapi disebabkan oleh beberapa facter antara lain pada laporan
keuangan 2009 kareria ditemukannya perjalanan dinas yang tidak bisa diyakini
kebenarannya oleh auditor pada DPRD dimana nilainya secara material bisa
menyebabkan turunnya opini karena sangat besar, tahun 2010 opini WDP karena
terjadinya selisih kas pada beberapa SKPD karena tidak disiplinnya bendahara
pengeluaran dalam pertanggungjawaban keuangan, sementara untuk tahun 2011
opini WDP karena masalah asset yang belum terdata dengan baik. Oleh karena itu
opini WDP tidak secara langsung akibat tidak diterapkannya pergub secara baik,
karena pergub pada dasamya mengatur tentang system dan prosedur penatausahaan
keunagan yang salah satu indicator penilaiannya adalah kecepatan dalam
pemberian layanan oleh BKD kepada SKPD.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009,
Pengelolaan keuangan
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ABSTRACT

NURHAYATI OLII, S 31100502, 2012, Implementation Governor Regulation
Number 39 Year of 2009 Regarding Mechanism of Paying Implementation of
Charge of APBD (Bundget and Income and Expenses of the Regional
Government) to Support Fund Management in Gorontalo Province.

This research aims to know how is the implementation of Governor
regulation number 39 year of 2009 regarding mechanism of payment
implementation of charge of APBD and also to know if the implementation of
Governor regulation has incrcased management of regional government finance in
the provinvce of Gorontalo.

The kind of the research in. this.researchuis.sesiology law research. This
research try to gain answers how mechanism of payment implementation of the
charge of APBD has not yet min acoording to_governor regulation number 39 year
of 2009.

The approach used is interactional /micro approach , with qualitative
approach which is continously , repetedly , while method used is qualitative
method, that is a design of the research which produce anatictic descriptive data,
they are what respondents stated in written and also it’s real behaviour, studied and
lernt as a comprehenssive thing.

From the result of the research, it is founded that basically the
implementation of governor regulation number 2009 yzar of 2009 regarding to
mechanism cf payment of charge of APBD has run as it is hoped by the
government of Gorontalo government year of 2009-2011 which gained Opinion of
WDT (ncrmal with exception) which did not caused only of the failure of the
implementation of governorsegulation number 39 year of 2009, but also caused of
some factors they are in the finance report year of 2009 in which is founded that
there is reported offficial trip ifrom DPRD believed by auditor not right that it's
value materially can cause the opinicn get down because it is very big, in the year
of 2010 opinion of WDP, because there is dispute of cash in some SKPD (Unit of
regional government officers), because of the chasier of purchasing is not
discipline in making financial report, while in the year of 2011 opinion of WDP,
because of asset which has not yet been registered well. Therefore opinion of WDF
wasn't directly caused by the not well implementation of governor regulation ,
because governor regulation is basically to regulate about system and procedure of
finance administration which one of it's indicator is speed in giving service by
BKD (Regional Government Finance Agency) to SKPD

Keywords : Regional Governrient Finance.




